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TENTANG

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan
pelayanan dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu
mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif
dalam kegiatan pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 110 huruf
(n) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi di Kota Sorong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

4 Daerah  tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telefcomunikasi;
r Mengingat e Unc’:éng-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3029); .

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

;! Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9234);

Per: turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;




14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan
Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3,
18, 7, 19, Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/MK.07/2010
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap
Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah;

18. Pere turan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN AERAH TENTANG RETRIBUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah.

. Walikota adalah Walikota Sorong.

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya, termasuk ontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang.pribadi atau badan hukum.

Penyelenggaraan t¢lekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
komunikasi.

Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara yang digunakan secara
bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi untuk
menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver
Station Terpadu).

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Wajib Retribusi diwajibkan untuk membayar
retribusi.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi
untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD,
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan
Daerah Kota Sorong.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan/atau keterangan, lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB II
. DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
R-etngﬁs‘i atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah
Daerah.

(2) Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan
umum.

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pemanfaatan ruang Daerah untuk menara telekomunikasi.

—— by

e

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 3
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya nilai jual obyek pajak

PBB menara telekomunikasi.

BAB IV
MASA RETRIBUSI

Pasal 4

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan
pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1(satu)
tahun.

Pasal 5

Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan 2% dari nilai jual obyek pajak
PBB menara telekomunikasi.

BABVI
PENINJAUAN TARIF
Pasal 6
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

&
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Pasal‘?_

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.

BAB VIl

PRINSIP DAN SASARA \M PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan
biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan

ektivitas pengendalian menara telekomunikasi.

iaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. biaya operasional;
b. biaya pemeliharaan; dan
c. biaya modal.

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan
diberikan.

BAB X

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
| Pasal 11
Wayjib retribusi wajib mengisi SPdORD.
SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya.

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12
Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
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(3) B_entuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimakst d pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan serta tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi di
tetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARA

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkanny ]\ SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan
pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan
- Peraturan Walikota.
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BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Untuk melakukan penagihan Retribusi, Walikota dapat menerbitkan
STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada
waktunya atau kurang membayar.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar.

Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

KEBERATAN

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan
retribusi tersebut.
Keberatan harus di:ljukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB di terbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan.
Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat

dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Walikota.

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi.

Pasal 21

Permohonan pengeinbalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara  tertulis cepada Walikota dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan : ’

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;

d. alasan yang singkat dan jelas;

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat
perintah membayar kelebihan retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4)
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi. |

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan wajib
retribusi antara lain untuk mengangsur.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Walikota.

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Hak untuk melakukan panagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui

jangka wakta 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribusi.

Kedaluarsa penagihan retribusi sebag:

tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

aimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 25
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). '

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI
PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN

aratan untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Kegiatan ditetapkan

dengan Peraturan Walikota,
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(1)
(2)

@)

(1)

@

(2)

g
BAB XXII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 27
Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar. -

Eenda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan
egara.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

~ sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf e ayat (2);

h. Méiﬁggfét seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
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i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggung jawabkan,

3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

e dimﬁlainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

e

: Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota
Sorong Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan Menara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 16 - 5 - 2012
WALIKOTA SORONG,
Drs. J. A. JUMAME, MM

g
la tanggal 16 — 5 - 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
. CAP/TTD

e ¢

1A MUDA (IV/c)
)0603 198610 1 002
RAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 15
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ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
DALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

RETRIBUSI PENGE

UMUM

Dalam rangka  untuk  meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang
berkesinambungan untuk mewujudkan Otonomi Daerah seluas-luasnya
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut perlu
ditunjang dengan dana / biaya dengan menggali potensi atau sumber-
sumber yang ada di Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Sorong.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang yang baru tersebut diatas,
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum dengan
membentuk Peraturan Daerah yang baru sebagai dasar hukum bagi
Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan Retribusi.

Pasal 1
Cukup jelas -
Pasal 2 f
Cukup jelas
Pasal 3
_ Cukup jelas
Pasal 4
- Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
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Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas -~
Pasal 9 f

Cukup jelas -
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

1

Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
~ Cukup jelas
Pasal 25
_ Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi melakukan pungutan adalah
Dinas / Badan / Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pungutan retribusi.
Ayat (2)
Pemberia

D“e?g?n Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi Keuangan.
Ayat (3]
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
_ Cukup jelas
i s

~ Cukup jelas
HAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 15
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